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BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 
 

Abstrak :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang 
Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, 
dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pedoman Teknis 
Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 
Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2024; 

 
Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337 Tahun 2020 tentang 
Pedoman  Teknis  Penanganan  Pelanggaran  Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, 
Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2024. 
 
DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, 
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA 
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK 
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 
 
 

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada 
tanggal 29 Mei 2024 

- Lampiran 35 Halaman  

 

 

 


